WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota
Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik di Kota Magelang, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghitungan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-
Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Unang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
6856);



Menetapkan

4.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota
Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

sl

(1)
(2)

(3)

Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara
keutuhan Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik
yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya
didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas
penggunaan untuk pendidikan politik.

Pasal 2
Wali Kota memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setiap tahun.



Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1)

(@)

(3)

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah
perolehan suara sah hasil pemilihan umum anggota DPRD.
Jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada hasil penghitungan suara sah pemilihan umum
anggota DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum.

Pasal 5

Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp 8.207,00 (delapan ribu dua ratus
tujuh rupiah) per suara sah.

Besaran Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai
Politik setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Wali
Kota.

Pasal 6
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu periode
sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya
keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya.
Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik
yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu
dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai
Politik.
Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara
proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan
berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode
sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode
selanjutnya.
Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara
proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD
Kota Magelang hasil Pemilu periode berkenaan sampai
dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.



Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal .5 Aguwhs 202

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ..\¥ Aqurhy 2024

SEKRETARIS D H KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

ik
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN Lo 4NOMOR 20



